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Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan
pemberantasan korupsi berupa kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana korupsi berdasarkan atas ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Ketentuan
mengenai kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana
korupsi tersebut sekaligus memperkuat ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang
mendasari kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak
pidana korupsi

Namun ternyata sejalan dengan tujuan dari Kejaksaan untuk memberantas
korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengemban amanah
Undang-Undang untuk memberantas tindak pidana korupsi, sebagaimana termuat
dan diatur di dalam Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang No 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana penuntutan yang merupakan wewenang khas (dominus litis)
kejaksaan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap (incraaht) juga merupakan wewenang kejaksaan. Hal ini adalah justifikasi dan
legitimasi bagi Kejaksaan untuk bertindak sebagai sebagai penuntut umum dan
sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan dan atau ketetapan pengadilan.

Secara normatif Pegawai KPK sebagai penuntut umum, tidak memiliki
kewenangan eksekutorial atau melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap, sehingga eksekusi selama ini tidak sah dan akibatnya eksekusi batal
demi hukum. Jaksa KPK memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak dalam
kedudukan baru sebagaimana UU KPK. Penuntut umum KPK tidak bisa lagi
disebut sebagai jaksa sebagaimana dimaksud dalam UU Kejaksaan, tetapi disebut
sebagai pegawai KPK yang diberikan tugas dan wewenang selaku penuntut umum
oleh undang-undang. Hal ini karena dalam KUHAP yang dinyatakan sebagai
pelaksana putusan pengadilan adalah jaksa pada instansi Kejaksaan. Tugas Jaksa
sebagai penuntut umum diatur dalam pasal 14 KUHAP dan dipertegas kembali
dalam pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan
terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah
hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang
mengadilinya. Sehingga, KPK tidak mempunyai landasan hukum dan acuan yang
jelas dalam melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang Berkekuatan
Hukum Tetap (Incracht)
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ABSTRACT

The prosecutor's office has the duty and authority to eradicate corruption
in the form of the authority to investigate criminal acts of corruption based on the
provisions of Article 30 paragraph (1) letter of Law Number 16 Year 2004
concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and at the
same time strengthen the provisions of Article 284 paragraph (2) of the Criminal
Procedure Code which underlies the authority of the Prosecutor's Office in
conducting an investigation of corruption.

In line with the objectives of the prosecutor's office to eradicate
corruption in Indonesia, the Corruption Eradication Commission also carries out the
mandate of the Law to eradicate corruption, as contained in and regulated in Article
6 and Article 11 of Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication
Commission. As the prosecution is a typical authority (dominus litis) of the
prosecutor's office, the implementation of court decisions that have permanent legal
force (incraaht) are also the authority of the prosecutor's office. This is a
justification and legitimacy for the Prosecutor's Office to act as a public prosecutor
and as an executor who carries out the court's decision and or decision. Normatively,
KPK employees as public prosecutors do not have executorial authority or
implement court decisions that have permanent legal force, so that the execution so
far is not legal and consequently the execution is null and void. The KPK prosecutor
has duties, authorities, obligations and rights in a new position as per the KPK Law.
The KPK's public prosecutor can no longer be called a prosecutor as referred to in
the Prosecutor's Law, but is referred to as an KPK employee who is given the duties
and authority as a public prosecutor by law. This is because in the Criminal
Procedure Code which is declared as the executor of a court decision is a prosecutor
at the Prosecutor's Office.

Based on the existing problems, a legal research can be applied using the
normative legal research method, with the form of a legal study that aims to assess
the implementation of a statutory regulation and carried out by conducting library
research and field research, by evaluating comparisons based on norms and existing
provisions.

So in the end, it can be seen that the authority directly related to the
execution of court decisions by the KPK is not strictly regulated. Regulated in the
Corruption Eradication Commission Law is limited to the authority of the
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Corruption Eradication Commission in the investigation, investigation and
prosecution of criminal acts. The principle of dominus litis, which confirms that
there is no other institutions has the right to prosecute other than the Public
Prosecutor who is absolute and monopolistic, because the Prosecutor's Office is the
only institution that has and monopolizes the functions of the prosecution and
settlement of criminal cases.

Keywords : Execution Authority, Prosecutor, Commission of Corruption
Eradication
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